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Lampiran I Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2014 

Tanggal 20 Agustus 2014 

Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 

TAHON 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHON 

2011-2016 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.2. LANDASAN HOKUM 

Landasan konstitusional RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 adalah 

Pancasila dan UUD 1945. Landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang 

undangan yang berlaku sebagai berikut : 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4410); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

1 1 .  Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4739); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah 

Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 ;  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

21 .  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 



23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 

2011-2025; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2009-2013; 

25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016. 

27. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 1  Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030. 
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